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SALIHAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 98 I PL.o2.4-Kpt / 321 8 / Kab / Xr I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN TIM PEI{Y-IJSUN MATERI DEBAT PUBLIK

ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

DALAM PEI\TYELENGGAIT.A,/NV PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a.

b.

c.

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 465lPL.O2.a-Kpt/06|KPU llxl2O2O
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O, yang menyatakan Tim Pen5rusun Materi

Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon

ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

bahwa Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud

dalam hurrf a terdiri atas pakaryang ahli di bidangnya,

baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun

tokoh masyarakat;

bahwa Tim Pen5rusun Materi yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi

lnralifikasi sebagai berilnrt: l) mempunyai integritas,

jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dart 2)

bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai

hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;

+r!

d.bahwa...
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurrf a, hurlf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Tim

Pen5msun Materi Debat Rrblik atau Debat Terbuka

antar-Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol2 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tatrun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1.82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

Mengingat : 1

2

3

4. Peraturan .
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2Ol7 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 827) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Pembahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O

Nomor 1067);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 20ll;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

6

Tahun

7.
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Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Dbease 2Ol9

lCOWDlg) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COWD|9) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1O68);

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 /PL.O2-

Kpt/Ol /KPU lWl2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

+65 lPL.O2.a-Kpt/ 06 I WU lD<l 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2O2O sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4871PL.O2.4-

Kpt/O6/KPU /X/2O2O tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

+65 lPL.O2.4-Kpt/ 06 I I(r-_U lD<./ 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020;

13.Keputusan...
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13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236/PL.01.S-Kpt/KPU-

Kab /X/201,9 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupten Pangandaran Nomor

35. I /PP.O L.2-Kpt/3218 /Kab /VU 2O2O tentang

Perrrbahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236 /PL.01.5-
Kpt/KPU -Kab /X/2019 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

l+. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 I PL.O2 -Kpt / 32 1 8 / Kab / W I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

f 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 781PL.O2.4-

Kpt/3218/Kab /W/2O2O tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2O2O dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 2Ol9 {COWDlgl sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 841PL.O2.4-

Kpt/3218/Kab/lXl2O2O tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 781PL.O2.4-

Kpt/3218/Kab/IX l2O2O tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2O2O dalam Kondisi Bencana Nonalam Coronn Virus

Di,sease 2Ol9 (COWD l9l;

Memperhatikan . . .
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 13+ /BAl3218 /Kab /X/2O2O
tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik

atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN TIM

PEI\TYIJSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT

TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON DAI-AM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Rrblik atau

Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang mempakan bagran tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

T[rgas Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah:

1. Men5rusun Materi Debat terkait pendalaman atau

penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan

tema antara lain:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. memajukan daerah;

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

d. menyelesaikan persoalan daerah;

e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan

daerah Kabupaten Pangandaran dan Provinsi

Jawa Barat dengan nasional;

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Kebangsaan; dan

g. kebijakan .
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
i'{ KA Sub Bagian Hukum,

-7 -

g. kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan,

dan pengendalian Corona Virus Disea.se 2019

lcowDrel.
2. Dapat memberikan usulan moderator.

Masa Keq'a Tim Pen5rusun Materi sebagaimana

dimaksud dalam Dilrtum KESATU terhitung sejak

Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya

seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Debat

Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim

Pen5rusun Materi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 4 November 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd
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IATSEKRET
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 98 I PL.o2.4-Kpt / s2 t8 / Kab I xr I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN TIM PEI{YIJSUN MATERI DEBAT

PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-

PASANGAN CALON DALAM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

TIM PEI\TY-IJSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

NTAR-PASANGAN CALON DALAM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

No Nama Jabatan
1 H. Aan Anwar Sihabudin, S.H., S.IP.,

M.Si.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Ga]uh Ciamis

2 Prof. Muradi, S.S., M.Si., M.Sc., Ph.D. Guru Besar Bidang Politik dan
Keamanan Dalam Negeri
Universitas Padjadjaran
Bandung

3 Frof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. Guru Besar Bidang Politik
Hukum Islam Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung

4 Engkos Kosidin, S.Sos., M.Si Kepala Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Ciamis

5 Dr. H. Fadlil Yani Ainusyamsi, M.Ag. Pengasuh Pondok Pesantren
Darussalam Ciamis

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal4 November 2O2O

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,
PANGANDARAN

Bagian Hukum,
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ttd.

MUHTADIN
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